PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT
PERBELANJAAN BELUM DISETUJUI MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam dinamika pembahasan Panitia Khusus II

telah disepakati Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat
Perbelanjaan belum disetujui menjadi Peraturan Daerah
dan dikembalikan kepada Bupati untuk disusun kembali;

. bahwa selaras dengan Surat Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 188/01099 tertanggal 2 April 2020
tentang Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul untuk menyusun Rancangan Peraturan
Daerah baru dengan memisahkan antara penyelenggaraan
pasar rakyat dengan perizinan toko swalayan dan pusat
perbelanjaan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan
atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan
belum disetujui menjadi Peraturan Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai berlakunja Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1
Tahun 2019 tentang tentang Tata Tertib (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN
PUSAT PERBELANJAAN BELUM DISETUJUI MENJADI
PERATURAN DAERAH.

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar
Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan belum
disetujui menjadi Peraturan Daerah dan dikembalikan kepada
Bupati Bantul untuk disusun kembali.

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
sebagai dasar dalam Pengusulan kembali Rancangan
Peraturan Daerah tersebut dalam Program Pembentukan
Peraturan Daerah tahun berikutnya.



KETIGA :  Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2020

WAKIL KETUA,
TTD

NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

u P W~

. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

. Bupati Bantul,

. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul,

. Ka. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul,

. Ka. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



